BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1.

Pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan desa Watunay terkhusus
pada pembangunan rumah tidak layak huni, desa Watunay belum
sepenuhnya mengikuti Permendagri No 20 Tahun 2018 vyaitu dilihat dari
tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan di desa Watunay sudah
sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

Pengelolaan keungan desa pada tahap pelaksanaan pembangunan di Desa
Watunay secara keseluruhan sudah sesuai namun pada tahap ini adanya
ketidaksesuaian dengan Permendagri No 20 tahun 2018 yaitu dimana semua
penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan oleh bukti yang
sah dan lengkap namun hal ini tidak ditindaklanjuti oleh bendahara.

Pengelolaan keuangan desa pada tahap penataushaan dilakukan oleh
bendahara desa Watunay, bendahara menerima, menyalurkan,
menatausahakan pencatatan setiap saat penerimaan dan pengeluaran, dan
melakukan penutupan buku setiap akhir bulan secara tertib.

Pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaporan keuangan desa Watunay
untuk laporan realisasi pelaksanaan APBDes akan disampaikan oleh kepala
desa kepada bupati atau walikota melalui kecamatan terdahulu dan

Pengelolaan keuangan desa pada tahap pertanggungjawaban realisasi
APBDes pada desa Watunay terdiri dari pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/ walikota

melalui camat pada setiap akhir tahun.
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6.2 Saran

1. Perlu adanya kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat maka dalam
setiap transaksi harus ada bukti yang sah dan lengkap sehingga pada saat
pelaporan petanggungjawaban masyarakat percaya sepenuhnya kepada
pemerintah desa dan pengurus.

2. Perlu adanya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, agar
semua program kerja dapat berjalan dengan baik.

3. Sebaiknya pemerintah desa lebih memperhatikan dua tahap yaitu tahap
perencanaan dan pelaksanaan yang belum sesuai dengan PERMENDAGRI No.

20 Tahun 2018 dalam mengelola keuangan desa di Desa Watunay.
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